
 

 

 

 

BUPATI BENGKULU UTARA 

PROVINSI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA 

NOMOR  11  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

  

Menimbang :   a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 

25 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa 

perlu disempurnakan untuk memperkuat asas dan prinsip 

pengadaan barang jasa di desa; 

     b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di 

Desa. 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten 

dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1091); 

  3.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

SALINAN 



 

 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana 

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5694); 

  9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Keempat Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5655); 

  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 



 

 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);  

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);  

  13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang 

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala 

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata 

Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; 

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor  14  

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 

Nomor 9 ); 

   15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, 

Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara Tahun 2012 Nomor 53); 

 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG 

PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA 

 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 25 Tahun 

2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 25), diubah sebagai berikut: 

 

1. Diantara angka 3 dan angka 4 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 

3a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati  sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 



 

 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara. 

3a. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan 

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  

4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 

5. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Bengkulu Utara. 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak  asal usul dan/atau hak tradisional  yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan 

yang berada di Kabupaten Bengkulu Utara. 

7. Pemerintah Desa  adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa. 

8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

10. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa 

masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan 

mewujudkan aspirasi kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. 

11. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan 

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh 

barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara 

swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. 

12. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak 

berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat 

diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh 

Pengguna Barang. 

13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang 

menyediakan barang/jasa. 

14. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana 

pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh 

tim pengelola kegiatan. 

15. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang 

ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari 

unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa 

untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. 
 

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut:  
 

Pasal 7 

(1) TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat 

keputusan, terdiri unsur pemerintah desa dan unsur lembaga 

kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa. 



 

 

(2) Susunan Keanggotaan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

dari:  

a. Ketua, ditunjuk salah satu Kepala Seksi; 

b. Anggota, ditunjuk Kepala Seksi lainnya; 

c. Anggota, ditunjuk Kader Teknis Desa; 

d. Anggota, ditunjuk dari Lembaga Kemasyarakatan Desa. 

(3) Pengangkatan dan pemberhentian susunan keanggotaan TPK 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terikat tahun anggaran. 

 

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai 

berikut:  

Pasal 25 

(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati dan 

masyarakat setempat.  

(2) Pengawasan oleh Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 

Dinas dan Camat. 
 

4. Ketentuan Pasal 30 dihapus. 

5. Ketentuan dalam lampiran, ditambahkan 2 (dua) bagan, yaitu bagan alur 

penetapan  Tim Pengelola Kegiatan (TPK) di desa dan bagan alur penetapan 

Rencana Umum Pengadaan Barang/jasa di desa (RUPDesa) sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

6. Ketentuan dalam lampiran, bagan alur pengadaan barang/jasa sampai 

dengan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diubah sebagaimana 

tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

7. Ketentuan dalam lampiran, bagan alur pengadaan barang/jasa dengan nilai 

di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan 

Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) diubah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

8. Ketentuan dalam lampiran, bagan alur pengadaan barang/jasa di atas 

Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diubah sebagaimana tercantum 

dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

9. Ketentuan dalam lampiran, ditambahkan contoh Surat Perjanjian 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu 

Utara. 

 

 

 Ditetapkan di Arga Makmur 

pada tanggal  25 Februari 2017                                         
 

BUPATI BENGKULU UTARA, 

 

ttd 

 

M  I  A  N 

Diundangkan  di   Arga Makmur 

pada tanggal 25 Februari 2017                     

2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BENGKULU UTARA, 

 

ttd 

 

HARYADI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

   

           KEPALA BAGIAN HUKUM 
           Setdakab. Bengkulu Utara 

 

 
 

         ANDI DANIAL., S.H.,M.Hum 

         NIP.19690423 200212 1 003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


